SALINAN

WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Menimbang :

Mengingat :

KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;

. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang

cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan
perlindungan,;

bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum
mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan
pelayanan minimal yang dibutuhkan;

. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan

untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan antara
lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi dan peraturan pelaksanaannya
mengamanatkan perlu adanya standar pelayanan minimal bagi
perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah,

6. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pililhan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Manado;

7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daecrah Kota Manado Nomor
5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;

8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Manado Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Manado Tahun 2010-20135;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN KOTA MANADO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
yvang selanjutnya disingkat BP3BAKB adalah Badan yang bertanggung jawab di

bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota
Manado.



10.
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13.

14.

15.

(2)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur
kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayvanan
penanganan laporan/pengaduarn, pclayanan keschatan, rchabilitasi sosial,
penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan.

Kekerasan adalah sctiap perbuatan sccara mecelawan hukum dengan atau tanpa
menggunakan sarana terhadap fisik dan psil{is yang menimbulkan bahaya bagi
nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak yang selanjutnya disingkat KTP/A
adalah cetiap tindakan berdacarkan perbedaan jenis kelamin vang berakibat
atau mungkin berakibat kescngsaraan atau pendceritaan percimpuan sccara
fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancamantindakan tertentu, pemaksaan
atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yvang terjadi di
ranah publik atau dalam kechidupan pribadi dan sctiap perbuatan terhadap
anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
mental, seksual, psikologis,termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang
mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
olehpenyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban,keluarga
atau masyarakat.

. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum

dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban
kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah
penerima ke daerah asal.

Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak
keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman
dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin jenis dan kualitas

pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan yang berhak diperoleh setiap warga.



Pasal 3
SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini
dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Kota dalam

menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korbankekerasan.

Pasal 4
SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
bertujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatl(an 1ayanan
minimal yang dibutuhkan.

Pasal S

Matriks, ringkasan, dan petunjuk teknis pelaksanaan SPM Bidang LayananTerpadu
bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanWalikota ini.

BAB 111
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,

meliputi:

a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
dan

e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 7

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki indikator Kinerja dantarget

batas waktu pencapaian pada Tahun 2015, meliputi:

a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu:
100%;

b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana
KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;

c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu: 75%;

d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan
rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu: 75%;

e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;

f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan
bantuan hukum: 50%;



g. cakupan layanan pcmulangan bagi perempuan dan anak Korban kckerasan:
50%; dan

h. cakupan layvanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan: 100%.

Pasal 8
Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Layvanan Terpadu bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ©

merupakan target minimal yang harus dicapai oleh unit pelayanan terpadu secara
bertahap.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM
Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM pada
unit pelayanan terpadu.

(3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Walikota bersama Tim
Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Walikota bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang
Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan
kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11
(1) Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan bersumber dari APBD.
(2) Pemerintah dapat memberikan bantuan pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang

Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di kota,
bersumber dari APBN.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,
ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
EPALA BAGIAN
ERUNDANG-UNDANGAN,

| YR




Lampiran : Peraturan Walikota Manado
Nomor 10 Tahun 2014
Tanggal 20 Januari 2014
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan DanAnak Korban Kekerasan Kota
Manado.
TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DANANAK KORBAN KEKERASAN
KOTA MANADO
No Jenis Standar Pelayanan Batas Waktu Pencapaian Satuan Kerja/
' Pelayanan Minimal (Tahun) Lembaga Penanggung
e Indikator Nilai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Janmb
Penanganan . Cakupan perempuan dan anak korban 100 % 71% 80% 91% 91% Badan Pemberdayaan
pen gaduan / laporan kekerasan yang mendapatkan Perempuan,
korban kekerasan penanganan pengaduan oleh petugas Perlindungan Anak
1. | tethadap perempuan terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dan Keluarga
dan anak Berencana
Pelayanan Kesehatan |2. Cakupan perempuan dan anak korban 100 % 75% 81.25% 87.5 87.5%
bagi perempuan dan kekerasan yang mendapatkan layanan
anak korban kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih
2. | kekerasan di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A
dan PPT/PKT di Rumah Sakit
. Cakupan penegakan hukum dari tingkat 80 % 70% | 70% 70% 70%
penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan
Peacgalian dan terhadap perempuan dan anak
2 PP P
bantuan hukum bagi
3 | perempuan dan anak T ~ . - E —~
T D — . pan perempuan dan anak korban 50 % S50% 50% 56% 56%
kekerasan yang mendapatkan layanan
bantuan hukum




o Jenis Standar Pelayanan Batas Waktu Pencapaian Satuan Kerja/
) Pelayvanan Minimal (Tahun) Lembaga Penanggung
Dasar | Indikator Nilai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Jawab
'5. Cakupan layanan pemulangan bagi 50 % 80% | 86.05% | 90.7% | 90.7% | Badan Pemberdayaan
Pemulangan dan |  perempuan dan anak korban kekerasan Perempuan,
reintegrasi sosial Perlindungan Anak
4. | bagi perem puan dan ‘ dan Keluarga
anak korban | | Berencana
kekerasan '6. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi | 100 % 80% 80% 90% 90%
perempuan dan anak korban kekerasan |
7. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang | 75 % 61% | 66,67% | 72.22% | 72.22%
| diberikan oleh petugas bimbingan rohani |
terlatih bagi perempuan dan anak korban
Rehabilitasi sosial kekerasan di dalam unit pelayanan
bagi perempuan dan terpadu ;
5. anak korban 8. Cakupan layanan bimbingan rohani yang | 75 % 61% | 66,67% | 72.22% | 72.22%
kekerasan diberikan oleh petugas bimbingan rohani |
. terlatih bagi perempuan dan anak korban |
| kekerasan didalam unit pelayanan
| terpadu ‘
WALIKOTA MANADO,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

G. S. VICKY LUMENTUT




